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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : W6-U5/118/0T.1.1/1/2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuklinggau, 16 Januari 2023

I/ artika EM, S.H., M.Hum. Yunizar Kflat Daya, S.H., M.H.
1401 984031005 NIP 197 06131996031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

1 Terwujudnya peradilan yang | a) Persentase perkara perdata yang S—

pasti, transparan dan diselesaikan tepat waktu
akuntabel b) Persentasi perkara pidana yang 95%
diselesaikan tepat waktu
c) Jumlah putusan yang menggunakan 20%

pendekatan Keadilan Restoratif.
d) Persentase perkara yang tidak 85%
mengajukan upaya hukum Banding
e) Persentase perkara yang tidak 85%
mengajukan upaya hukum Kasasi
fy Persentase perkara pidana anak yang 20%
diselesaikan dengan Diversi

g) Index persepsi pencari keadilan yang 90
puas terhadap layanan peradilan
2 Peningkatan Efektifitas a) Persentase salinan putusan perkara 100%
Pengelolaan Penyelesaian perdata yang disampaikan ke para pihak
Perkara tepat waktu.

b) Persentase salinan putusan perkara 100%
pidana yang disampaikan ke para pihak

tepat waktu.
c) Persentase perkara yang diselesaikan 20%
melalui Mediasi
3 Meningkatnya Akses a) Persentase pencari keadilan golongan 100%
Peradilan bagi masyarakat tertentu yang mendapat Layanan
miskin dan terpinggirkan Bantuan Hukum (Posbakum)
4 Meningkatnya kepatuhan a) Persentase putusan perkara perdata 70%
terhadap putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Jumlah Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi dan DIPA (03) Badan
Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.483.727.000,- (Tujuh Milyar Empat
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian
program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Dukungan Manajemen Rp. 7.105.427.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 378.300.000,-
Total Rp. 7.483.727.000,-

Lubuklinggau, 16 Januari 2023

Yunizar Hilat Daya, S.H., M.H.
NIP 197 06131996031002




